
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 TAHUN 2005 

TENTANG 

KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 

perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komisi Kejaksaan 

Republik Indonesia;  

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4401); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI KEJAKSAAN 

REPUBLIK INDONESIA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 

1. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 

Komisi Kejaksaan adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia. 

2. Kejaksaan ... 
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2. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

3. Jaksa Agung adalah pimpinan Kejaksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

4. Jaksa adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia.  

 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komisi Kejaksaan. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 3 

(1) Komisi Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan non 

struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

bersifat mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 

(2) Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden. 

Bagian ... 
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Bagian Kedua 

Susunan 

Pasal 4 

(1) Komisi Kejaksaan terdiri atas pimpinan dan anggota yang 

seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) orang. 

(2) Pimpinan Komisi Kejaksaan terdiri atas Ketua dan seorang 

Wakil Ketua yang merangkap Anggota. 

(3) Anggota Komisi Kejaksaan adalah pejabat publik. 

(4) Keanggotaan Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas mantan jaksa, praktisi hukum, akademisi 

hukum, dan anggota masyarakat. 

 

Pasal 5 

(1) Pimpinan Komisi Kejaksaan dipilih dari dan oleh Anggota 

Komisi Kejaksaan. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan Komisi 

Kejaksaan diatur oleh Komisi Kejaksaan. 

 

Bagian Ketiga 

Keuangan 

Pasal 6 

Hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kejaksaan 

diatur dengan Keputusan Presiden.  

 

Pasal 7 

Anggaran Komisi Kejaksaan dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. 

 

Bagian ... 
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Bagian Keempat 

Sekretariat 

 

Pasal 8 

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komisi 

Kejaksaan dibentuk Sekretariat Komisi Kejaksaan. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya secara 

fungsional bertanggungjawab kepada Komisi Kejaksaan. 

(3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dijabat oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam 

jabatan struktural Eselon IIa. 

 

Pasal 9 

(1) Sekretariat Komisi Kejaksaan dibentuk dan berada di 

lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 

(2) Sekretariat Komisi Kejaksaan terdiri dari sebanyak-banyaknya 

4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari 2 

(dua) Sub Bagian. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata 

kerja Sekretariat Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah 

mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di 

bidang pendayagunaan aparatur negara. 

 

BAB ... 
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BAB III 

TUGAS DAN WEWENANG 

Pasal 10 

(1) Komisi Kejaksaan mempunyai tugas: 

a. melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian 

terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam 

melaksanakan tugas kedinasannya;  

b. melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian 

terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan 

baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; 

c. melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi 

organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber 

daya manusia di lingkungan Kejaksaan; dan 

d. menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil 

pengawasan, pemantauan, dan penilaian sebagaimana 

tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c untuk ditindaklanjuti. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Komisi Kejaksaan wajib: 

a. menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

b. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya 

merupakan rahasia Komisi Kejaksaan yang diperoleh 

berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. 

Pasal 11 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (1), Komisi Kejaksaan berwenang:  

 

a. menerima ... 


